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Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah nusantara sedari dulu telah mendapatkan perhatian
khusus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya ketentuan Pasal 18 adalah wujud nyata
pengakuan negara terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat sesuai asal-usul masing-masing wilayah. Eksistensi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga dan
hukum adat yang menjalankan fungsinya pada masing-masing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Acehadalah salah satu daerah yang bersifat istimewa sertamemiliki Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Daam rangka menjalankan kei stimewaan tersebut, Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh kemudian membentuk Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Skripsi ini kemudian akan
memberikan gambaran untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga adat di Indonesia serta Lembaga
Wali Nanggroe di Aceh. Kesimpulan: Setelah diberlakukan Undang-Undang Desa yang terbaru, kedudukan
lembaga adat di Indonesia adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam
memberdayakan masyarakat Desa, menyelenggarakan fungsi adat istiadat serta berperan dalam membantu
Pemerintah Desa sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Sementara kedudukan
Lembaga Wali Nanggroe adalah mitra pemerintah daerah sebagai |embaga kepemimpinan adat yang bersifat
istimewa. Kata kunci: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Desa dan Desa Adat, Lembaga Adat,
Keistimewaan, Lembaga Wali Nanggroe.

The existence of Indigenous PeopleUnity in the Indonesia had always been a specia concern of the founders
of the Unitary of Indonesian Republic. The birth of provisions of Article 18 isthe real form of state
recognition of the regions that have the privilege and thel ndigenous People Unity in accordance with origin
of each region. The existence is highly influenced by the role of institutions and customary laws which carry
out its own function. Aceh is one special region which own Indigenous Peoples Unity. In carrying out its
function, Local Government jointly with Aceh rsquo s House of Representatives then forms Qanun of Wali
Nanggroe Institute. Thisthesis will provide an overview on how the position of indigeneous institute in
Indonesiaas well asthe Wali Nanggroe institute in Aceh. Conclusion After the latest legidlation of villageis
recently applied, the position of indigenous institute in Indonesiais as a partner of Village Government and
other Village institute in empowering the Village community, perform the functions of customsin assisting
the Village Government as a form recognition of the customs of the Village community while the position of
the Wali Nanggroe ingtitute is as the partner of Local Government as an institute of indigeneous leadership
with a previlege.Keywords Unity of Indigenous People, the Village and the IndigeneousVillage,
Indigeneous Institute, Previlege, Wali Nanggroe Institute.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20456198&lokasi=lokal

